BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.673, 2010 KEMENTERIAN KESEHATAN. Iklan. Publikasi.
Pelayanan K esehatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1787/MENKES/PER/X11/2010
TENTANG
IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan
perlu diberikan perlindungan dari informas berupa iklan
dan publikas pelayanan kesehatan yang menyesatkan;

b. bahwa materi iklan dan publikas pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk
rumah sakit sebaga mana ketentuan Pasal 29 huruf |, huruf
m, huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor 44 tentang Rumah Sakit, dan tenaga kesehatan
harus bersifat informatif, edukatif, dan bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Iklan dan
Publikasi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4252),

. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagamana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/
VI11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Iklan Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi persuasif atau
pengenalan/promosi  tentang kebijakan, program, dan/atau pelayanan
kesehatan dalam bentuk gambar, suara, dan/atau tulisan dengan tujuan
menarik minat dan memudahkan masyarakat.

Publikasi Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikass melalui
penyebaran  informas  dan/atau pengumuman/pernyataan  untuk
memperkenal kan/mempromosi kan kebijakan dan/atau program
pembangunan kesehatan maupun jasa pelayanan kesehatan di berbagai
media

Iklan adalah informas yang bersifat komersial dan layanan masyarakat
tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh
khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang
bersangkutan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan olen Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat termasuk swasta.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kuratif dan
rehabilitatif.
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7. Media adalah alat dan/atau sarana komunikasi massa yang meliputi media
cetak, media elektronik, maupun medialuar ruang.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

BAB lI
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan
termasuk pelayanan kesehatan tradisional dan pengobatan komplementer-
aternatif.

BAB Il1
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan iklan dan/atau
publikas pelayanan kesehatan melalui media

(2) Penyelenggaraan iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus sesuai dengan etika iklan dan/atau publikasi yang diatur dalam
kode etik rumah sakit indonesia, kode etik masing-masing tenaga
kesehatan, kode etik pariwara, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan iklan dan/atau
publikas harus memenuhi syarat meliputi:

a. memuat informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat;
b. berbasis bukti;

c. informatif;

d. edukatif; dan

e. bertanggung jawab.
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